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PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Al b

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan
SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX XXXXX,
pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN
PEKALONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Januari

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah

nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Kjn pada tanggal 29 Desember 2020 mengajukan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2003 telah dilangsungkan perkaw-
inan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum
dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan Nomor : 176/22/V1/2003, sebagaimana ter-
catat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
31/Kua.11.26.06/PW/12/2020 tertanggal 28 Desember 2020, dan Tergugat

telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum
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dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
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berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di DK.Limbangan Timur, XXXXXX XXXXXX, XXXX
XXXXXXXXX,  XXXXXXXKK XXXXXXXXXXX, XXXXXXXKK XXXXXXXXXX, selama kurang
lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di
Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Selama 1
tahun lamanya, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di
DK.Limbangan Timur, XXXXXX XXXXXX, XXXX  XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 9 tahun lamanya,
terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di KABUPATEN
PEKALONGAN selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik
dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul)dan telah dikarunia 4 (empat)
orang anak yang bernama:;

- Harveti Puspita Sari, Perempuan, Pekalongan, 09-03-2004;
dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Muhammad Faiz, Laki-laki, Pekalongan, 05-11-2006;
- Muhammad Abid Ubay Khagqi, Laki-laki, Pekalongan, 02-08-2010;
- Alya Suci Ramadhani, Perempuan, Pekalongan, 25-06-2016;
dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang
disebabkan karena;

- Tergugat tidak menafkahi lahir batin karena sakit;

- Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;

- Tergugat juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
Terakhir pada tahun 2019 Penggugat pergi tanpa pamit dari rumah bersama
tersebut karena Tergugat menjambak dan mencekik Penggugat dan Penggu-
gat merasa ketakutan dan tidak tahan lagi dengan perlakuan dari Tergugat
tersebut. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit di-
lakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;
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1 tahun lamanya,;

7. Bahwa 1 tahun lamanya Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak per-
nah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan,
serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diu-
raikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkaw-
inan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Ma-
jelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan
hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk
diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMER:;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah
hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan
tidak menguasakan kepada orang lain serta tidak ada pemberitahuan yang
resmi tentang ketidakhadirannya tersebut meskipun kepadanya telah dilakukan
pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi,
karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan
tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/Kua.11.26.06/PW/12/2020
tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XKXXXXXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan
saksi-saksinya, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx Rt.001 Rw.003 XXXXXXXXX
XXXXXKXXXXXXK XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, di bawah sumpah secara agama Islam,
saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama
menikah sejak tahun 2003;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan
terakhir tinggal bersama di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan anak
yang pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua, ketiga
dan keempat dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,
namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering

bertengkar;
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bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi
dan Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2019 sampai sekarang selama 1 tahun;

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

- Bahwa selama berpisah, Tergugatsudah tidak memperdulikan
Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui
Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha
untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx Rt.001 Rw.003
XXXXXXXXX XXXXXXXXXKK  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, di bawah sumpah secara
agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak
tahun 2003;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan
terakhir tinggal bersama di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan anak
yang pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua, ketiga
dan keempat dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,
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bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi
dan Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1
tahun;

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

- Bahwa selama berpisah, Tergugatsudah tidak memperdulikan
Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui
Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha
untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang
diajukannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar
gugatannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita
acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan
Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen secara Absolut berwenang
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebagaimana
tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah nomor 31/Kua.11.26.06/PW/12/2020
tertanggal 28 Desember 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah
putus hingga saat ini. Akan tetapi rumah tangganya tersebut sekarang sudah
tidak harmonis lagi. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan
perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar
Pengadilan Agama Kajen menceraikan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena
senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
disebabkan ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar
kepada Penggugat;

. Kemudian sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal sampai dengan sekarang selama selama sejak tahun 2019 atau selama
1 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin
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harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon
(Verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-
Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
dalam putusan ini, yaitu :

e M = B - R S T S
Al 4] Sle Aesal (g)leal Gram a5 O

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak
diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan
dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi (P) serta 2 (dua) orang saksi
keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut secara formil
telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah
dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka
berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a bukti-bukti tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik
dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan
sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai “probationis causa”, sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan keterangan
saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan
Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada
tanggal 17 Juni 2003;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernam
a SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menerangkan di persidangan yang pada
pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi

84

I

Penggugat saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu para saksi
adalah keluarga dan orang dekat serta tidak termasuk orang yang dilarang
menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal

172 HIR jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah

dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang

telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan

saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan
bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah
menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 17 Juni 2003 dan sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat)
orang;

2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran kemudian sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama sejak tahun 2019
atau selama 1 tahun dan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang
baik selayaknya suami istri;

3. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih sejak tahun 2019 atau selama 1 tahun dan selama itu pula
tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan
Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri
dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan
saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh
salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran
antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling
diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari
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¥
pihak lain;

I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat
dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil.
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara
suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu
pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan
perkawinannya dan sudah meminta cerai dan tidak bersedia lagi menerima
Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri
(Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana
hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan
luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam dan ayat al-Qur’an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam
hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : “apabila ada seorang isteri
menggugat cerai suaminya, maka goncanglah ‘arasy Allah SWT”, in casu bagi
Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan
tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaaan batin
yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga
dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih
maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari
kerusakan dan kemudaratan yang lebih besar lagi (al-tafriq Ili al-dlarar), hal
mana sejalan dengan kaidah fighiyah yang berbunyi:
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yang artinya : ” Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut
agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri
(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'’in
sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat
dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana
ketentuan pasal 119 angka (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam dan sejalan
dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Figh Sunnah Jilid Il yang

diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

Sl Vlas AW o8 7ol Oliel ey Il ity o201 (5l lalges 23 1318
Al Aablall Lagy Ao e p2Uall 38y Ll g 5 0l ol ans

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatanya dihadapan
hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan
penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan
kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat
mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya
suami terhadap istrinya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang
perkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan

dicantumkan dalam akhir putusan ini;
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Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah

syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peng-
gugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejum-

lah Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21
Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah
oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari,
M.S.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Ttd. Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I. Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 225.000,00,-
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 12.000,00,-
Biaya PNBP panggilan : Rp 20.000,00,-

Jumlah : Rp 372.000,00,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.
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